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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK 

ABSTRAK :  - Bahwa pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus Nonfisik dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi 
khusus nonfisik, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 55 Tahun 
2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) 
sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229 TLN No.6267), Perpres RI 
57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      DAK Nonfisik terdiri atas: a.Dana BOS; b.Dana BOP PAUD; c.Dana BOP Kesetaraan; d.Dana TPG ASN 
Daerah; e.Dana Tamsil Guru ASN Daerah; f.Dana TKG ASN Daerah; dan g.DAK Nonfisik Jenis Lainnya. 
Berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), 
kementerian negara/lembaga terkait menetapkan: a.petunjuk teknis DAK Nonfisik; dan b.rencana 
penggunaan DAK Nonfisik. Berdasarkan laporan realisasi pembayaran untuk Dana TPG ASN Daerah, Dana 
Tamsil Guru ASN Daerah, dan dana TKG ASN Daerah dan laporan realisasi penyerapan dan laporan 
realisasi penggunaan untuk Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya, 
kementerian negara/lembaga terkait melakukan verifikasi atas kebutuhan riil atas DAK Nonfisik. Dalam 
hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perkiraan lebih salur, 
kementerian negara/lembaga terkait menyampaikan rekomendasi penghentian penyaluran dan/atau 
penyesuaian jumlah penyaluran DAK Nonfisik periode berikutnya kepada Kementerian Keuangan c.q. 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota menyalurkan 
DAK Nonfisik kepada masing-masing penerima paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya DAK Nonfisik di RKUD. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan/dokumen 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 sehingga Dana TPG ASN 
Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, Dana TKG ASN Daerah, Dana BOP PAUD Dana BOP Kesetaraan 
dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya tidak dapat disalurkan dari RKUN ke RKUD sampai dengan akhir tahun 
anggaran, Menteri Keuangan dapat merekomendasikan kepada menteri yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada 
Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala 
Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan DAK Nonfisik. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI Nomor 48/PMK.07/2019 BN RI Tahun 2019 
Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 197/PMK.07/2020 
(BN RI Tahun 2020 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 September 2021 dan diundangkan pada tanggal 9 
September 2021. 

  - Lampiran halaman 59-77. 

 


